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PERATURAN GUBERNUR GORON]TALO

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2(]12
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAEIRAH TAHUN 20113

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAILIA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat 2: Undanr;-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaran Pemtnngunan
Daerah, perlu Peraturan Gubernur tentang Rencana lGrja permerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2013;

b. bahwa Peraturan Gubernur Gorontalo lrlomor 29 Tahrun ,2012: tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah 'Tahun 

2013 pelrlu rlilakukan
penyesuaian dengan perkembangan kearlaan dalam tahurr lberjalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima*c;uct pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang pgrubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 20L2 tentanrg Rencarna Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembenilkan provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 4cr60);

2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang l(eruerrrgan Negara
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 20103 Nornor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik InrJonesia Nomor 4i186);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004'tentang Sistem perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor L04, Tambahan Lembaran Negara Rep,ub|lik Indonesia
Nomor aaZD;

4. undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerinrlahan Daerah
(Lembaran Negara Repubrik Indonesier Tahun 200,+ l,lomor Lzs,
Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia Nomor 443,7)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir flefll,rfl tJndang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang P,erubahan Kedtrra ,Atas tJndang-.
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Undang Nomor 32 Tahun 2004 llentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubrik Indonersia Tahun 200g Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,1g44);

5' Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang PerimlranrSan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (i-ernbarern NeEara
Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor Lz6, Tambahan r_embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 443g.);

6' Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2oo7 tentang Rencana pemSangunan
Jangka Panjang (RpJp) Nasionar Tahun 2005 - 202s (r-ernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun z0o7 Nomor :i3, Tambahan l_embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO4 tentan,g Rencerna Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik, Indonesia Talhun 20Ct4 Nonror
T4,Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nclmor aa}il;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3g ral^run z0o7 tentang pembagiian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Drarerah provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Neg;ara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambarhan Lembaran Nc1;ara Reputrlik
Indonesia Nomor 4737).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20108 tentang Tahapan, lata Cara
Penyusunan, Pengendarian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi,a Tahun
2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia
Nomor a6Lfl;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tenErng penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementeriern Negara/Lembaga (Lr:mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2r010 Nomor :15:1, Tarmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 517g);

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembang una n Jangka Menengah Nasiona I Tahun 2ola-,,-o1.tt;

12. Peraturan Presiden Nomor s4 Tahun 2010 tentang pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun z0r2 tentang Rencarra Kerja
Pemerintah Tahun Z0t3;

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 trentang Rencana lrembangunan
Jangka Panjang Daerah 2007 - 2025 iProvinsi Gorontalo (Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 3, Tamb,ahan Lermbaran
Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03) ;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURnN GUBERNUR GoRoNTALo TENTANG PERUBAHAN ATAS
PEMTURAN GUBERNUR NoMoR 29 TAHUN 2012 TENITTNG RENCANA
KER]A PEMERINTAH DAERAH TAHUN 201,3

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur No,mor 29 Tahun zorir- tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 (Berita Daerah provinsi

Gorontalo Tahun 2012 Nomor 29) diubah serbagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Kerseluruhannya berrbuny,i sebagai
berikut:.

Pasal 3
(1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan prerkelmban'gan

keadaan dalam tahun berjalan;
(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjaliln sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), yaitu:
a. perkembangan yang tidak se:;uai dengan asumsi kerangka

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, pricrritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggarcrr lebih tahun
anggaran sebelumnya; dan atau

c. keadaan darurat dan keadaan ruar bia:;a sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangilrr

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal )'arkni pasal 3A,
sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A
(1) Perubahan RKPD sebagaimana dirnaksud dalam Pas,al 3 memuat

Evaluasi Hasil Pelaksanaan pembilngunan, Gamberran Kerangka
Ekonomi Daerah dan Kerangka Pendanaan, Priorita:s dan Sasaran
Pembangunan Daerah serta Rencaner program dan Kegiatan;

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud daram ayat ('1) menjadi:
a. acuan bagi sKPD dalam menyursun Rencana Ker:ia perubahan

Anggaran SKPD Tahun Z0t3;
b. pedoman bagi pemerintah Daerah dalam men\/u$un KUA ppAS

Perubahan dan Rancangan ApBD perubahan tahun :2013.
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(3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terrpisahkan rjari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berfaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkarn pengundangran

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Beritia Daerah provinsi
Gorontalo.
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